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BAB III 

ALASAN-ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAAN 

DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TUBAN 

 

A. Deskripsi Pengadilan Agama Tuban 

1. Profil Pengadilan Agama Tuban 

a. Sejarah Pengadilan Agama Tuban 

       Dalam sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tuban tidak terlepas 

dari berdirinya Pengadilan Agama secara keseluruhan di Indonesia. 

Sejarah Pengadilan Agama Tuban diawali dengan periode masa sebelum 

penjajahan. Secara formal Pengadilan Agama Tuban pada masa itu 

masih belum lahir. Akan tetapi secara substansi keberadaan Pengadilan 

Agama Tuban sudah nampak. Hal ini ditandai dengan adanya petugas 

penghulu. Penghulu disini berfungsi seperti halnya peradilan masa itu. 

Putusan yang diambil masih sangat sederhana dan kebanyakan masih 

bersifat fatwa, namun putusan atau fatwa yang dikeluarkan sangat 

dipatuhi dan dihormati pada masa itu.
1
 

       Tidak berbeda jauh ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang. 

Pengadilan Agama Tuban masih belum tampak. Baru pada tanggal 19 

Januari 1882 berdasarkan STBL. 1882 No. 162, Pengadilan Agama 

Tuban berdiri dengan nama Raad Agama Tuban. Sejak terbentuk pada 

tahun 1882 sampai masa penjajahan Raad Agama Tuban belum 

                                                             
1 Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Tuban. 
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mempunyai kantor tersendiri, yakni masih begabung dengan kantor 

pemerintahan Kabupaten Tuban.
2
 

       Pada masa sebelum kemerdekaan seluruh pengadilan agama di 

Indonesia belum mengenal istilah ketua sebagai pimpinannya. Ketua 

pengadilan lebih populer dengan nama Qodhi Syar̀i. Qodhi Syar`i 

Pengadilan Agama Tuban pertama adalah KH. Dahlan.
3
 

       Setelah kekuasaan para penjajah berakhir, maka Raad Pengadilan 

Tuban masuk pada dekade masa awal kemerdekaan. Menurut keterangan 

dari M. Syuhud (mantan Panitera Pengadilan Agama Tuban) Raad 

Agama Tuban pada masa awal kemerdekaan masih tetap berjalan. Pada 

masa itu secara berurutan Raad Agama Tuban dipimpin oleh K.H. 

Muchid Maksum, K.H. Mustakim, K. H. Syakur sampai tahun 1957. 

Pada kepemimpinan KH. Moertadji tepatnya pada tahun 1957 Raad 

Agama Tuban baru mempunyai kantor sendiri yaitu di gedung bekas 

aula peninggalan Belanda yang terletak di sebelah barat Masjid Jami’ 

Tuban. Sampai pada tahun 1973 Pengadilan Agama Tuban yang 

dipimpin oleh KH. Damiri masih bertempat di gedung tersebut 

bersamaan dengan Departemen Agama Kabupaten Tuban.
4
 

       Pengadilan Agama Tuban telah mengalami kemajuan yang begitu 

signifikan hingga pada masa berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974. Sejak berlakunya tersebut, yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, 

                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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sistem Pengadilan Agama Tuban menjadi lebih baik. Pada masa ini 

Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Sudig, B.A. Dan pada masa ini 

juga, tepatnya pada tahun 1978, keadaan fisik Pengadilan Agama Tuban 

juga sudah menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan dibangunnya 

gedung baru dijalan Sunan Kalijogo No. 27 Tuban. Kantor tersebut di 

bangun dengan dana operasional dari pemerintah pusat (Departemen 

Agama). Sebab kala itu peradilan agama masih dibawah naungan 

Kementrian Agama.
5
 

b. Letak Geografis Pengadilan Agama Tuban 

       Kabupaten Tuban terletak di sebelah barat laut ibukota provinsi 

Jawa Timur, Surabaya. Yaitu di antara 11’30° sampai dengan 112’35° 

Bujur Timur dan 6’40° sampai dengan 7’18° Lintang selatan, kabupaten 

Tuban merupakan salah satu kota tua pada jalur pantai utara pulau 

jawa.
6
 

       Batas-batas yang mengelilingi Pemerintah Daerah Tingkat II Tuban 

adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah utara: Laut Jawa 

2) Sebelah timur: Daerah Tk. II Kabupaten Lamongan 

3) Sebelah selatan: Daerah Tk. II Kabupaten Bojonegoro 

4) Sebelah barat: Daerah Tk. II Kabupaten Rembang dan sebagian 

daerah Tk. II Kabupaten Blora (wilayah provinsi Jawa Tengah).
7
 

                                                             
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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       Luas wilayah Kabupaten Tunam adalah 1.839.94 Km
2
, atau 

183.994.562 Ha. Yang terdiri dari lahan sawah 54.860.531 Ha (29,82%), 

lahan kering 129.134.031 Ha (70,82%), dan dengan panjang pantai 65 

Km serta luas lautan sebesar 22.68 Km
2
.
8
 

       Wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban sama dengan wilayah 

pemerintah daerah Tuban yang semula terdiri dari 19 kecamatan dan 

328 desa, lalu terjadi perluawan daerah sehingga menjadi 20 kecamatan 

dan 327 desa. Diantara kecamatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kecamatan Tuban terdiri dari 17 desa 

2) Kecamatan Palang terdiri dari 19 desa 

3) Kecamatan Semanding terdiri dari 17 desa  

4) Kecamatan Merakurak terdiri dari 19 desa 

5) Kecamatan Rengel terdiri dari 14 desa 

6) Kecamatan Plumpang terdiri dari 18 desa 

7) Kecamatan Widang terdiri dari 16 desa 

8) Kecamatan Soko terdiri dari 23 desa 

9) Kecamatan Singgahan terdiri dari 12 desa 

10) Kecamatan Senori terdiri dari 12 desa 

11) Kecamatan Parengan terdiri dari 18 desa 

12) Kecamatan Montong terdiri dari 13 desa 

13) Kecamatan Jatirogo terdiri dari 18 desa 

14) Kecamatan Bangilan terdir dari 14 desa 

                                                             
8 Ibid. 
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15) Kecamatan Kenduruan terdiri dari 9 desa 

16) Kecamatan Tambakboyo terdiri dari 18 desa 

17) Kecamatan Bancar yang terdiri dari 24 desa 

18) Kecamatan Kerek terdiri dari 17 desa 

19) Kecamatan Jenu terdiri dari 17 desa 

20) Kecamatan Grabagan terdiri dari 11 desa.
9
 

       Melihat kondisi obyektif Kabupaten Tuban, mayoritas penduduknya 

beragama Islam serta banyaknya perkara ditangani oleh Pengadilan 

Agama Tuban, maka ditetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun 

kebijakan-kebijakan umum adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan lembaga peradilan yang mendiri dan independen, bersih 

dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdalian secara 

berkelanjutan. Peningkatan kwalitas ini akan memberikan dampak 

positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu 

produktifitasnya. 

3) Mewujudkan serta meningktkan sarana dan prasarana yang 

representatif, aplikabel, dan akseptabel terhadap perkembangan 

zaman yang semakin pesat. Sarana dan prasarana merupakan 

intrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk di optimalkan 

untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. 

                                                             
9 Ibid. 
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4) Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara 

bermartabat dan bertanggung jawab. 

5) Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau 

instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan 

agama tuban merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian 

lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan 

kehakiman.
10

 

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tuban 

1) Visi 

       Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan 

tercapainya tugas poko dan fungsi Pengadilan Agama Tuban. Visi 

Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut: 

       “Terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur Pengadilan yang 

Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan yang Agung” 

2) Misi 

        Misi adalah yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud 

dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut: 

a) Mewujudkan keadilan dalam masyarakat melalui putusan yang fair 

(Equality Before The Law) 

b) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, 

kredibel dan transparan 

                                                             
10 Ibid. 
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c) Mewujudkan kesatuan hakim sehingga diperoleh kepastian hukum 

bagi pencari keadilan.
11

 

2. Kewenangan Pengadilan Agama Tuban 

       Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban 

sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang 

Amendemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan 

ekonomi syari’ah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang 

perkawinan dijabarkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut: 

a. Izin beristri lebih dari seorang 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus 

ada perbedaan pendapat 

c. Dispensasi kawin 

d. Pencegahan perkawinan 

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

f. Pembatalan perkawinan 

g. Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami atau istri 

h. Perceraian karena talak 

i. Gugatan perceraian 

                                                             
11 Ibid. 



41 
 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

j. Penyelesaian harta bersama 

k. Mengenai penguasaan anak 

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya 

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri 

n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak 

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 

p. Putusan kekuasaan wali 

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut 

r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 

18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada 

penunjukan wali oleh orang tuanya 

s. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 

menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah 

kekuasaannya 

t. Penetapan asal-usul seorang anak 

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran 
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v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 

yang lain.
12

 

 

B. Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban 

        Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) sub 

g menyatakan: “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa 

dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau 

calon istri yang mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama.
13

 Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Agama No. 3 Tahun 

1975 menyatakan “Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan 

calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan 

harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.
14

 

       Roihan A. Rasyid memberikan pendapat bahwa dispensasi perkawinan 

adalah yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum 

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 tahun dan wanita 

16 tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan 

Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.pengajuan perkara 

permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (Voluntair) bukan gugatan, 

bagi calon suami isteri yang beragama non Islam maka pengajuannya di 

                                                             
12 Ibid. 
13 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan 

Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan 

Bagi yang Beragama Islam. 
14 Ibid. 
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Pengadilan Agama.
15

 K. Wantjik Saleh juga menulis bahwa apabila belum 

mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi 

dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

pihak pria maupun pihak wanita.
16

 

        Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terdapat 

aturan umum tentang batasan umur minimal melaksanakan perkawinan yaitu 

19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Adanya aturan tersebut karena 

perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara pria dan wanita sebagai 

suami isteri, haruslah dilakukan mereka yang sudah cukup matang baik dilihat 

dari segi psikologis maupun biologis. Demikian ini sangat penting untuk 

mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya 

perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan 

yang kurang sehat. 

        Namun, dalam undang-undang masih memberi kelonggaran yaitu adanya 

penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 demi 

tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama 

berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang 

dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal penyimpangan 

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak 

                                                             
15 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 

32. 
16 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 26. 
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wanita. Dan hal ini dikuatkan dengan PMA No. 3 tahun 1975 dengan bunyi 

yang sama. 

        Faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi ke Pengadilan 

Agama bermacam-macam alasannya, diantaranya adalah karena hamil diluar 

nikah. Dalam harian Pikiran Rakyat yang terbit tanggal 19 Agustus 2014 

Ketua Pengadilan Agama Indramayu mengatakan bahwa latar belakang 

munculnya pengajuan dispensasi nikah 90% dikarenakan hamil diluar nikah 

sedangkan sisanya karena desakan keluarga akibat kedua pasangan pacara 

terlalu lama.
17

 

       Faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah terbanyak 

adalah karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Karena pada masa 

remaja, banyak remaja melangsungkan perubahan baik secara fisik maupun 

secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, 

seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik lawan jenis, 

berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan 

seksual yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh 

agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan 

terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak 

dibenarkan. 

       Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

                                                             
17  http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/08/19/293520/pernikahan-di-bawah-umur-

masih-banyak-di-indramayu.html, diakses pada Juni 2016. 

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/08/19/293520/pernikahan-di-bawah-umur-masih-banyak-di-indramayu
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/08/19/293520/pernikahan-di-bawah-umur-masih-banyak-di-indramayu
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secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, 

ketentuan-ketentuan tersebut yaitu: 

       Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum, yakni: 

a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;  

b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang 

dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  

       Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum, yaitu:  

a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak 

melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan 

Agama.  

b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal 

ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;  

c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk 

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan 

dispensasi nikah dengan suatu penetapan;  
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d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk 

memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.
18

 

Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan 

         Perkara dispensasi nikah yaitu permasalahan perdata yang diajukan  

dalam bentuk permohonan, permohonan ialah suatu syarat permohonan yang 

didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan 

terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam permohonan ada 

istilah pemohonan dan termohon. Produk hukumnya disebut dengan ithbat 

(penetapan).
19

 

       Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama setelah 

kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan belum 

terpenuhinya persyaratann perkawinan yakni salah satu ataau kedua calon 

mempelai di bawah ketentan umur perkawinan. 

         Proses awal pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama dimulai dari meja satu. Ditempat ini permohonan diajukan, 

kemudian diperiksa kelengkapannya. adapun permohonan itu antara lain 

berisi: 

a. Identitas para pihak dalam permohonan dispensasi nikah disebutkan, 

yang terdiri dari nama,  umur, agama, pekerjan, tempat tanggal  lahir 

dan kewarganegaraan 

                                                             
18 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 42-43. 
19  Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari’ah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), 80. 
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b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan  penjelasan 

yang berhubungan  dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan 

pemohon. 

c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon supaya dikabulkan 

oleh hakim.
20

 

       Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak 

untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan  

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk 

melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan belum 

terpenuhinya persyaratan perkawinan yakni salah satu atau kedua calon 

mempelai dibawah ketentuan umur perkawinan. 

       Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada 

umumnya dilengkapai syarat-syarat pengajuan permohonan. Adapun syarat-

syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan 

Agama antara lain: 

a. Pengantar dari RT/RW bagi calon mempelai 

b. Surat pengantar dari Lurah atau Kepala Desa 

c. Pasangan calon pengantin harus lebih dahulu menyampaikan kehendak 

mereka selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum dilangsungkannya 

                                                             
20 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata  Pada Pengadilan  Agama, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,  

1996), 40. 
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akad nikah. Pemberitahuan itu disampaikan kepada pegawai pencatat 

nikah (PPN) diwilayah atau ditempat dilangsungkannya perkawinan 

d. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami atau 

calon istri dan oleh wali mereka yang sah. Pemberitahuan tersebut 

memuat: nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman calon 

mempelai. 

e. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak 

nikah, harus memeriksa calon suami atau istri dan wali yang 

bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan 

menikah yang akan dilangsungkan, baik berupa pelanggaran atas Hukum 

Perkawinan Islam atau berupa larangan-larangan dari pemerintah yang 

berhubungan dengan pernikahan 

f. KTP calon mempelai pria dan wanita, dan KTP wali yang memuat 

keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang 

tua calon mempelai. 

g. Akta Kelahiran calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawi 

h. Kartu Keluarga (KK) orang tua calon mempela 

i. Surat keterangan sehat oleh dokter bagi kedua calon mempelai 

j. Izin dari orang tua bagi pasangan yang belum cukup umur 

k. Surat Penolakan dari KUA setempat, yang menyatakan penolakan untuk 

mencatatkan pernikahannya karena belum cukup umur untuk 

melangsungkan pernikahan. 
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l. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah yang 

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah di KUA setempat. 

        Setelah permohonan diajukan, selanjutya meja 1 menaksir panjar 

biaya perkara, dibuatkan SKUM rangkap 3 dibayar ke kasir oleh pemohon 

untuk menbayar PBP (panjar biaya perkara). Kemudian berlanjut ke meja 2. 

Berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor 

register sesuai dengan nomor SKUM. Kemudian diserahkan kepada ketua 

Pengadilan Agama oleh wakil panitera untuk diperiksa kelengakapan 

formalnya.
21

 

       Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis hakim 

dan dikembalikan kepada panitera. Panitera menunjuk panitera pengganti. 

Majelis hakim membuat penetapan hari sidang serta mengembalikan berkas 

ke meja 2. Meja 2 pun membuat surat panggilan sidang kepada pemohon 

dan calon mempelai yang akan dimintai dispensasi kawin beserta saksi-

saksi guna melaksanakan sidang. 

       Setelah para pihak yang berperkara hadir melalui surat panggilan 

sidang, maka sidang pertama pun dapat dimulai. Persidangan permohonan 

dispensasi nikah pun sama dengan perkara voluntair lainnya, proses 

pemeriksaan bersifat sepihak (ex-parte) sederhana, yakni hanya 

mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan 

permohonannya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon 

                                                             
21 Umar Said, Hukum Acara Peradilan Agama, (Surabaya: Cempaka, 2004), 29. 
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dan tidak ada tahapan replik, duplik dan kesimulan. Dalam pemeriksaan 

tidak ada bantahan pihak lain.
22

 

       Pada tahap pembuktian, tidak semua alasan-alasan yang disampaikan 

oleh pemohon kepada Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi bagi 

calon mempelai yang belum mencapai umur kawin tidak begitu saja 

diterima, akan tetapi Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa dan 

menguji terlebih dahulu atas kebenaran ada tidaknya syarat-syarat untuk 

memperoleh dispensasi tersebut. Dalam memeriksa suatu perkara perana 

hakim sangatlah diperlukan untuk menilai apakah peristiwa atau fakta-

fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi. Maka 

dari itu dalam memeriksa perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, 

mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir.
23

 

C. Alasan-Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di 

Pengadilaan Agama Tuban 

       Dalam memutuskan permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan 

Agama, majelis mempunyai alasan bermaacam-macam dalam menetapkannya. 

Alasan tersebut berbeda antara permohonan yang ditolak dan yang diterima. 

       Dalam permohonan yang ditolak, majels mempunyai alasan antara lain: 

       Pertama, alasan utama adalah adalah tidak terpenuhinya batas usia 

minimal pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan.
24

 

                                                             
22  Mardanai, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari’ah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), 81. 
23 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata..., 13. 
24 Penetapan No. 31/Pdt.P/2015/PA.Tbn. 
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        Kedua, calon suami ataupun calon istri dianggap belum siap untuk diberi 

tanggung jawab rumah tangga. Dan juga belum matang secara fisik dan psikis, 

sehingga akan mempengaruhi psiokologis dan psikososial. Sehingga hakim 

sepakat untuk menolaknya.
25

 

       Ketiga, menghindarkan anak yang masih belia dari kejahatan seksual yang 

mungkin akan dilakukan oleh suaminya kelak. Karena hall tersebut akan 

berpengaruh pada jiwa dan kesehatannya.
26

 

       Keempat, penolakan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Serta memebri 

kesempatan untuk bersekolah.
27

 

       Kelima,  penolakan dispensasi nikah juga dipengaruhi oleh adanya surat 

dari Komisi Perempuan yang menghendaki Pengadilan Agama jangan 

gampang mengabulkan perkawinan dibawah umur.
28

 

       Keenam, Dalam kebiasaan yang ada di Kabupaten Tuban khususnya 

wilayah Kecamatan Soko ada suatu kebiasaan yang disebut “ambrok” ada juga 

yang menyebutnya “andok”. Ambrok itu adalah kebiasaan masyarakat 

Kabupaten Tuban di mana orang tua ataupun keluarga cenderung membiarkan 

atau membebaskan kepada anaknya berkumpul dengan seseorang yang 

anaknya sukai dengan syarat suka sama suka. Hal tersebut membuat 

pertimbangan majelis saat itu untuk menolak permohonan pemohon. Hal itu 

yang membuat tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten 

                                                             
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 H. Anshor, SH., Wawancara, Tuban, 14 Juli 2016. 
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Tuban. Majelis menganggap dengan menolak permohonan tersebut bisa 

mengubah stigma yang salah di masyarakat Tuban yang mengijinkan anaknya 

berkumpul dengan yang anaknya sukai.
29

 

          Semenara itu, dalam hal permohonan yang diterima olehh majels hakim 

mempunyai alasan-alasan sebagai berikut: 

        Pertama, calon suami atau istri dianggap telah siap untuk diberi tanggung 

jawab rumah tangga, walaupun melihat usianya belum mencukupi.
30

 

       Kedua, calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah. 

Juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga khawatir akan 

terjadi perzinahan.
31

 

       Ketiga, calon istri sudah dalam keadaan hamil. Jadi permohonan tersebut 

dikabulkaan demi memberi kemas}lah}atan untu anak yang ada didalam 

kandungan. 

                                                             
29 Ibid. 
30 Penetapan No. 269/Pdt.P/2015/PA.Tbn. 
31 Ibid. 


